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ABSTRAK  

ARTIKA, (NIM B011201154), dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap 
Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Studi 
Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nla ) Di bawah bimbingan  
Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi 
Arifin selaku Pembimbing Pendamping.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana 
Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol dan 
Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan 
berat akibat pengaruh minuman beralkohol pada kasus dengan Nomor 
Putusan 62/Pid.B2023/PN Nla. 

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum 
normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum 
digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-
undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks 
dan jurnal hukum yang relevan. 

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) Kualifikasi tindak pidana 
penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu diatur pada Pasal 355 KUHP pada Putusan dengan Nomor 
perkara 62/Pid.B/2023/PN Nla telah dilakukan tindak pidana 
penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan juga adanya pengaruh 
minuman beralkohol. Tindak pidana penganiayaanyang menyebabkan 
luka berat akibat minuman beralkohol dapat dikualifikasikan sebagai delik 
kejahatan, delik materil dan delik komisi. 2) Penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana penganiayaan berat akibat pengaruh minuman 
beralkohol dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nml tidak tepat, 
tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu yaitu tepatnya melanggar Pasal 355 KUHP.  

 

 

Kata Kunci : Luka Berat, Minuman Beralkohol, Penganiayaan Berat  
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ABSTRACT 

 

ARTIKA, (NIM B011201154), with the title "Juridical Analysis of Severe 

Persecutio Due to the Influence of Alcoholic Drinks Case Study 

Decision Number 62/Pid.B/2023/PN Nla) Under the guidance Andi 

Muhammad Sofyan and Arnita Pratiwi.  

This research aims to analyze the qualifications of the crime of serious 

maltreatment due to the influence of alcoholic beverages and how the 

criminal law is applied to cases of serious maltreatment due to the 

influence of alcoholic beverages in case with Decision Number 

62/Pid.B2023/PN Nla. 

The type of research used in this research is normative law. The research 

method used in this research is library research. The approach used in 

this research is the law approach and the case approach. The legal 

materials used consist of primary legal materials, namely statutory 

regulations and judge's decisions. Secondary legal materials, namely 

relevant textbooks and legal journals.  

The results of this research are: 1) The qualification of the criminal act of 

abuse which causes serious injury can be found in article 355 KUHP 

where in the decision with case number 62/Pid.B/2023/PN Nla a criminal 

act of abuse was committed with prior planning and also in the presence of 

influence of alcoholic beverages. The crime of assault that causes serious 

injury due to alcoholic beverages can be qualified as a criminal offense, a 

material offense and a commission offense. 2) The application of criminal 

law to the crime of serious abuse due to the influence of alcoholic 

beverages in decision Number 62/Pid.B/2023/PN Nml is incorrect, the 

crime of serious abuse was carried out with prior planning, namely 

violating Article 355 KUHP. 

 

 

 

 

 

Keywoards : Alcoholic beverages, Serious Abuse Serious Injuries 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan Negara hukum yang artinya hukum 

merupakan pondasi utama untuk mengatur kehidupan masyarakat dan 

pemerintahan negara. Masyarakat Indonesia terikat dengan hukum, 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945(selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu 

pasal 1 ayat (3): “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas nama 

hukum (rechtstaat)”,tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(machstaat). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare 

state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan 

Negara, sebagai mana dimuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 

NKRI 1945,yaitu : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia.1 

Ti lndak pildana pelnganilayaan atau ke ljahatan adalah pelrbuatan 

manusila yang ti ldak pe lrnah hillang daril ke lhi ldupan masyarakat kare lna 

se llalu melngalamil pelrke lmbangan selhilngga sangat sulilt untuk hi llang. 

Salah satu  faktor pe lmilcu se lse lorang mellakukan ti lndak pildana 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 
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pelnganilayaan yai ltu faktor mi lnuman be lralkohol, kare lna e lfe lk dari l 

mi lnuman belralkohol bilsa me lnye lbabkan se lse lorang yang 

me lngomsumsilnya hillang akal dan ke lndalil, se lhi lngga se lcara tildak 

sadar mellakukan ti lndak pildana pe lnganilayaan ke lpada silapa saja. 

Pe lngaruh milnuman belralkohol yang belrle lbilhan dapat me lnye lbakan 

mabuk bagil pe lmi lnumnya. Ti lndakan yang se lri lng te lrjadil, se lpe lrti l 

pelmukulan dan kelke lrasan filsi lk, me lnye lbabkan luka pada tubuh korban 

dan kadang-kadang ke lmatilan. Se llailn i ltu, pe lnganilayaan juga selrilngkalil 

me lnye lbabkan dampak psilkologils pada silkorban, te lrmasuk ancaman, 

trauma, ke ltakutan, bahkan gangguan me lntal. Ti lndakan pelnganilayaan 

yang di lse lbabkan olelh milnuman belralkohol sangat umum dil 

masyarakat, bahkan kelti lka se lselorang atau kellompok de lngan selngaja 

me lmilnum mi lnuman belralkohol selbellum me llakukan ti lndak pildana 

pelnganilayaan. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang 

menimbulkan efek atau dampak pada sikorban seperti trauma, 

ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan 

yang mengalami gangguan mental. Tindakan penganiayaan akibat 

minuman beralkohol bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi 

kekerasan fisik dan dapat dijumpai dimana-mana seperti dilingkungan 

rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun di tempat-

tempat lainnya.  

Minuman yang beralkohol jika dikomsumsi secara berlebihan 

akan memberikan efek yang sangat buruk terhadap seseorang dan 
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dapat mengalami gangguan pola fikir sehingga  mudah emosi yang 

mengubah perilaku, seperti keinginan untuk berkelahi atau melakukan 

kekerasa lainnya. Seperti yang terjadi pada Kasus Nomor Putusan 

62/Pild.B/2023/PN Nml yang terjadi pada Pengadilan Negri Namlea, 

yaitu Terdakea meminum minuman beralkohol sebelum melakukan 

Tindak Pidana Penganiayaan Berat kepada Korban tetapi dalam 

dakwaan, Terdakwa hanya dijatuhkan pidan penjara yang sangat 

ringan yaitu 1 (satu) Tahun 2 (dua) padahal akibat dari perbuatan 

Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka parah sehingga 

tidak dapat melakukan aktivitas sehari harinya. Dalam hal itu putusan 

Hakim tidak sesuai atau tidak  setimpal dengan akibat perbuatan 

Terdakwa kepada Korban. Oleh karena itu Penulis melakukan prnrlitian 

berupa penulisan Skripsi yang berjudul: ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT AKIBAT PENGARUH 

MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nla)  

B. Rumusan Masalah  

Belrdasarkan latar bellakang masalah yang tellah dilurailkan 

dilatas,maka pelnulils melngelmukakan rumusan masalah selbagail 

belrilkut: 

1. Bagailmanakah kualilfi lkasil ti lndak pi ldana pelnganilayaan be lrat aki lbat 

pelngaruh milnuman be lralkohol? 
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2. Bagailmanakah pelne lrapan hukum pi ldana dalam kasus 

pelnganilayaan be lrat yang di lse lbabkan olelh milnuman be lralkohol 

dalam kasus delngan Nomor Putusan 62/Pi ld.B2023/PN Nla? 

C. Tujuan  Penelitian 

a. Untuk melnganalilsi ls kualilfi lkasil ti lndak pi ldana pelnganilayaan be lrat 

akilbat pe lngaruh milnuman belralkohol?  

b. Untuk me lnganalilsi ls pe lnelrapan hukum pi ldana telrhadap kasus 

pelnganilayaan be lrat aki lbat pelngaruh mi lnuman belralkohol pada 

kasus delngan Nomor Putusan 62/Pild.B2023/PN Nla.  

D. Manfaat  Penelitian  

 Delngan pelne llilti lan i lnil te lntang analilsi ls putusan ti lndak pildana 

pelnganilayaan se lbagailmana  yang di lje llaskan dilatas, Pe lnulils be lrharap 

hasill pe lnellilti lan i lnil dapat melmbe lrilkan manfaat se lbagail be lrilkut: 

1. Manfaat te lorilti ls 

a. Pe lnelli lti lan ilnil dilharapkan dapat melnilngkatkan wawasan dan illmu 

pelnge ltahuan telrkhusus dalam bildang hukum pildana  yang 

me lmilli lkil kai ltan de lngan tilndak pildana pelnganilayaan akilbat 

pelngaruh milnuman be lralkohol. 
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2. Manfaat praktils  

a. Dapat dilgunakan se lbagail re lfe lre lnsil untuk ke lmajuan illmu hukum 

se lcara kelse lluruhan, te lrutama hukum pi ldana, khususnya ti lndak 

pildana pelnganilayaan belrat yang di lse lbabkan olelh alkohol. 

b. Me lmbelri lkan masukan kelpada para pe lnelgak hukum dan 

masyarakat te lrkhusus para pilhak yang me lnanganil dan 

me lnye lle lsai lkan pe lrkara ti lndak pildana pelnganilayaan untuk 

me lncelgah te lrulangnya pe lri lsti lwa yang se lrupa. 

E. Orisinalitas Penelitian  

Untuk pelrbandilngan dapat dilke lmukakan hasill pelne llilti lan trdahulu 

se lbagail be lri lkut: 

1. Nama Pelnulils :  Ilkfi l Abhdil Satya Laksana       

Judul Tulilsan : Pe lrtanggungjawaban Pildana Dalam Tilndak Pi ldana 

Pe lnganilayaan (Putusan Pelngadillan Nomor 552/Pild.B/2018/PN.BYW) 

Kate lgoril                : Skri lpsil  

Tahun                   : 2020 

Pe lrguruan Ti lnggil : Unilve lrsi ltas Je lmbe lr  

Urailan               Pe lnelli lti lan Te lrdahulu Relncana Pelne llilti lan  

Ilsu dan Pe lrmasalahan            : 

1. Apakah pelrbuatan te lrdakwa dalam Putusan 

Nomor 552/Pild.B/2018/PN Byw se lsuail 

1. Delngan cara apa 

pelngaruh alkohol 

dapat melmvali ldasi l 
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delngan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) 

KUHP? 

2. Me lnurut Putusan Nomor 

552/Pild.B/2018/PN.Byw, apakah je lnils 

ke lsalahan telrdakwa yang di lpelrlukan untuk 

me lnelntukan adanya pe lrtanggungjawaban 

pildana? 

ti lndak pildana 

pelnganilayaan be lrat? 

2. Dalam kasus delngan 

Nomor Putusan 

62/Pi ld.B2023/PN Nla, 

bagailmana pelne lrapan 

hukum pildana 

te lrhadap 

pelnganilayaan be lrat 

yang di lse lbabkan olelh 

mi lnuman belralkohol? 

Me ltodel Pe lne llilti lan                     : 

Pe lnelli lti lan Yuri ldi ls  

Pe lnelli lti lan Normatilf 

Hasill dan Pelmbahasan            : 

a. Pe lnuntut umum gagal melme lnuhil syarat 

Pasal 143 Ayat (2) huruf b ke l-1 KUHP saat 

me lmbuat surat dakwaan. 

b. Dalam kasus ilnil, formulasil dawkwaan 

delngan pelnganilayaan yang 

me lngakilbatkan luka harus dilgunakan olelh 

Pe lnuntut Umum dalam dakwaannya, 

belrdasarkan kualilfi lkasil Pasal 351 ayat (1) 

 
a. Kualilfi lkasil ti lndak 

pildana pelnganilayaan 

yang me lnye lbabkan 

luka belrat dapat 

dilte lmukan di l Pasal 

355 KUHP dilmana 

pada Putusan delngan 

nomor pelrkara 
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ke l-1 KUHP. 

c. Pe lnjatuhan pildana me lngelnail si lste lm 

pelmi ldanaan yang di lputuskan olelh hakilm 

dalam Putusan Pe lngadillan Nelge lril 

Bayuwangi l Nomor 

552/PIlD.B/2018/PN.Byw. adalah ti ldak 

se lsuail, te lrutama te lrkailt de lngan dakwaan 

yang di lbuat olelh Jaksa Pe lnuntut Umum. 

 

62/Pi ld.B/2023/PN Nla 

te llah dillakukan tilndak 

pildana pelnganilayaan 

delngan re lncana 

te lrlelbi lh dahulu dan 

juga adanya 

pelngaruh mi lnuman 

belralkohol. Tilndak 

pildana 

pelnganilayaanyang 

me lnye lbabkan luka 

belrat aki lbat mi lnuman 

belralkohol dapat 

dilkualilfi lkasi lkan 

se lbagail de llilk 

ke ljahatan, de llilk 

mate lrill dan de llilk 

komilsi l.  

b. Ke lputusan Nomor 

62/Pi ld.B/2023/PN 

Nml melnge lnail 

pelngaruh mi lnuman 

belralkohol tildak 
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se lsuail untuk tilndak 

pildana pelnganilayaan 

belrat. Me lnurut 

pelnulils, ti lndak pi ldana 

pelnganilayaan be lrat 

yang di latur dalam 

Pasal 351 Ayat (1) 

KUHP ti ldak te lpat 

karelna te lrdakwa ti ldak 

hanya me llakukan 

pelnganilayaan be lrat 

te ltapi l te llah 

me lrelncanakannya 

te lrlelbi lh dahulu 

delngan melnyi lapkan 

se lbillah pilsau dan 

me llakukannya 

se lbellum 

me llakukannya, 

me llanggar Pasal 355 

KUHP. Surat 

dakwaan Pe lnuntut 

umum me lngandung 
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ke lsalahan dan 

ke lkelli lruan te lrselbut. 

Aki lbatnya, ke lputusan 

Hakilm me lnjadil ke llilru 

karelna, se lpelrti l yang 

dilke ltahuil, Haki lm 

belrgantung pada 

surat dakwaan saat 

me lmutus pelrkara. 

2.Nama Penulis : Laela Safitri  

Judul Tulilsan : Tilnjauan Yuri ldi ls Te lrhadap Tilndak Pi ldana Pe lnganilayaan Be lrat 

Yang Me lngakilbatkan Ke lmatilan Yang Di llakukan Olelh Oknum Pelnyi ldi lk Pada 

Saat Pe lnangkapan  (Studi l Putusan Nomor: 91/Pi ld.B/2021/PN.Kbr) 

Kate lgoril          : Skri lpsil  

Tahun             : 2022 

Pe lrguruan Ti lnggil : Unilve lrsi ltas Hasanuddiln  

Urailan                Pe lnelli lti lan Telrdahulu Relncana Pelne llilti lan  

Ilsu dan Pe lrmasalahan             

1. Apakah tilndak pi ldana pelnganilayaan belrat 

yang me lngaki lbatkan kelmati lan yang dillakukan 

olelh oknum pe lnyi ldi lk te lrhadap te lrsangka pada 

saat pe lnangkapan dilanggap cukup? 

2. Bagailmana pelne lrapan hukum pildana matelri ll 

1.  De lngan cara apa 

ti lndak pildana 

pelnganilayaan be lrat 

yang di lse lbabkan olelh 

alkohol dapat 
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te lrhadap ti lndak pi ldana pelnganilayaan be lrat 

yang me lngaki lbatkan kelmati lan yang dillakukan 

olelh oknum pelnyi ldi lk saat pe lnangkapan 

dalam Putusan Nomor 91/Pi ld.B/2021/PN.Kbr? 

dilvali ldasi l? 

2. Dalam kasus delngan 

Nomor Putusan 

62/Pi ld.B2023/PN Nla, 

bagailmana pelne lrapan 

hukum pildana 

te lrhadap 

pelnganilayaan be lrat 

yang di lse lbabkan olelh 

mi lnuman belralkohol? 

Me ltodel Pe lne llilti lan                     : 

Pe lnelli lti lan  Yuri ldi ls Normatilf  

Pe lnelli lti lan Normatilf 

Hasill dan Pelmbahasan            : 

a. Dalam pelne llilti lan i lnil, pe lnulils be lrpelndapat 

bahwa ke lmati lan yang dilse lbabkan ole lh Pasal 

354 Ayat (2) KUHP ti ldak melrupakan tujuan 

pellaku; se lbalilknya, ke lmati lan yang 

dilse lbabkan olelh Pasal 338 KUHP me lrupakan 

tujuan pellaku.  

b. e lputusan Nomor 54/Pi ld.B/2012/PN.Sly i lni l 

ti ldak se lsuail untuk ti lndak pi ldana 

pelnganilayaan belrat. Pe lnulils belrpelndapat 

 
a. Kualilfi lkasil ti lndak 

pildana pelnganilayaan 

yang me lnye lbabkan 

luka belrat dapat 

dilte lmukan di l pasal 

355 KUHP dilmana 

pada putusan delngan 

nomor pelrkara 

62/Pi ld.B/2023/PN Nla 

te llah dillakukan ti lndak 
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bahwa i lni l adalah ti lndak pildana pe lrcobaan 

pelmbunuhan, yang mellanggar Pasal 338 

KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Ilnil 

belrbe lda delngan pelnganilayaan be lrat yang 

dilatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP. Hakilm 

me lmbuat kelputusan yang ke lli lru kare lna 

ke lsalahan dan ke lkelli lruan telrse lbut te lrleltak 

pada surat dakwaan JPU. Ilnil kare lna, se lpelrti l 

yang bi lasanya te lrjadil dalam prosels pelradi llan, 

hakilm belrgantung dan belrpelgang telguh pada 

surat dakwaan JPU. 

pildana pelnganilayaan 

delngan relncana 

te lrlelbi lh dahulu dan 

juga adanya pe lngaruh 

mi lnuman belralkohol. 

Ti lndak pildana 

pelnganilayaan yang 

me lnye lbabkan luka 

belrat aki lbat milnuman 

belralkohol dapat 

dilkualilfi lkasi lkan 

se lbagail delli lk 

ke ljahatan, delli lk 

mate lrill dan delli lk 

komilsi l.  

b. Ke lputusan Nomor 

62/Pi ld.B/2023/PN Nml 

me lngelnail pe lngaruh 

mi lnuman belralkohol 

ti ldak se lsuail untuk 

ti lndak pildana 

pelnganilayaan be lrat. 

Me lnurut pelnulils, 

ti lndak pildana 

pelnganilayaan be lrat 

yang di latur dalam 

Pasal 351 Ayat (1) 
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KUHP ti ldak te lpat 

karelna te lrdakwa ti ldak 

hanya me llakukan 

pelnganilayaan be lrat 

te ltapi l te llah 

me lrelncanakannya 

te lrlelbi lh dahulu 

delngan me lnyi lapkan 

se lbillah pilsau dan 

me llakukannya 

se lbellum 

me llakukannya, 

me llanggar Pasal 355 

KUHP. Surat dakwaan 

Pe lnuntut umum 

me lngandung 

ke lsalahan dan 

ke lkelli lruan telrse lbut. 

Aki lbatnya, ke lputusan 

Hakilm me lnjadil ke llilru 

karelna, se lpe lrti l yang 

dilke ltahuil, Haki lm 

belrgantung pada 

surat dakwaan saat 

me lmutus pelrkara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana  

Ti lndak Pildana dilke lnal delngan ilsti llah stratbaar fe li lt dalam Ki ltab 

Undang-Undang Hukum Pildana (KUHP) dan dalam ke lpustakaan 

te lntang hukum pildana bilasanya me lnggunakan ilsti llah dellilk, 

pelri lsti lwa pi ldana atau pe lrbuatan pi ldana ataupun ti lndak pi ldana 

me lrupakan ilsti llah yang di lrumuskan olelh pe lmbuat Undang-Undang. 

Me lnurut para ahlil, pelnge lrti lan tilndak pi ldana adalah selbagail be lri lkut:  

a. Me lnurut Vos, ti lndak pildana adalah salah satu kellakuan yang 

dilancam olelh pe lraturan pelrundang-undangan, jadil suatu 

ke llakuan yang pada umumnya di llarang delngan ancaman 

pildana.2 

b. Me lnurut Si lmon, ti lndak pi ldana adalah ke llakuan (handellilng) yang 

dilancam de lngan pildana, yang be lrsi lfat me llawan hukum, yang 

belrhubungan delngan kelsalahan yang dillakukan olelh orang yang 

mampu belrtanggungjawab.3 

c. Me lnurut Prodjodilkoro, ti lndak pildana adalah suatu pe lrbuatan 

yang pe llakunya di lke lnakan hukuman pildana.4 

                                                           
2 Tri Andrisman, 2007,  Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 

hlm 81. 
3 Ibid, hlm 81. 
4 Ibid, hlm.8. 
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  Me lnurut Ami lr Illyas, Ti lndak Pildana adalah selti lap pelrbuatan 

yang   me lngandung unsur-unsur selbagail be lrilkut .5 

1) Pe lrbuatan te lrselbut di llarang olelh Undang-undang (Me lncocokil 

rumusan dellilk); 

2) Me lmilli lkil si lfat me llawan hukum; dan  

3) Ti ldak ada alasan pe lmbelnar. 

      Muljanto melngatakan bahwa pe lrbuatan pildana selbagail 

suatu pe lrbuatan yang dillarang olelh suatu aturan hukum larangan 

mana dilselrtai l ancaman (sanksil) yang belrupa pildana te lrte lntu, bagil 

barang silapa yang me llanggar larangan te lrse lbut.6 

      Achmad Alil juga me lnelgaskan bahwa de lli lk atau ti lndak 

pildana adalah pelngelrti lan umum te lntang selmua pe lrbuatan yang 

me llanggar hukum atau undang-undang delngan tildak me lmbeldakan 

apakah pellanggaran i ltu di lbildang hukum pri lvat atau hukum publilc 

te lrmasuk hukum pildana.7 

    Be lrbelda yang di lse lbutkan olelh Pompel, me lnurut Pompel 

pelrkataan ti lndak pildana iltu se lcara telori lti ls dapat dilrumuskan 

se lbagail suatu pe llanggaran norma (gangguan telrhadap telrti lb 

hukum) yang de lngan selngaja ataupun ti ldak selngaja tellah dillakukan 

olelh se lorang pellaku, di lmana pelnjatuhan hukuman te lrhadap pellaku 

                                                           
5 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta , 

hlm 28 
6 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, 

hlm.68. 
7 Achmad Ali ,2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia , Jakrata, hlm.192. 
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te lrse lbut adalah pelrlu de lmil te lrpe llilharanya te lrti lb hukum dan 

te lrjamilnnya ke lpe lnti lngan umum. Dilkatakan se llanjutnya olelh Pompe l 

bahwa me lnurut hukum posilti lf, suatu ti lndak pildana iltu se lbelnarnya 

adalah ti ldak lailn darilpada suatu ti lndakan yang dapat dilhukum.8 

  Jadil be lrdasarkan pe lndapat te lrselbut, ti lndak pi ldana yang 

dilmaksud adalah pe lrbuatan yang me llanggar aturan  hukum ataupun 

pelrbuatan yang di llarang olelh hukum yang di lse ltai l de lngan sanksil 

pildana dilamana aturan diltujukan kelpada pelrbuatan tilndak pildana 

atau yang me lni lmbulkan keljadilan te lrse lbut. Se ldangkan sanksil 

pildana di ltujukan ke lpada orang yang me llakukan tilndak pi ldana. 

Putusan pi ldana telrhadap pellaku harus di lte ltapkan atas pe lrbuatan 

apa pun yang te lrmasuk dalam kate lgoril ti lndak pi ldana be lrdasarkan 

prilnsi lp le lgaliltas, yang belrarti l bahwa hanya aturan pi ldana yang ada 

se lbellum pelrbuatan te lrse lbut dillakukan yang dapat di lpildana.9 

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana  

Se lte llah melngeltahuil pe lngelrti lan ti lndak pildana, ke lmudi lan dil 

dalam tilndak pildana te lrdapat unsur-unsur ti lndak pildana, yai ltu: 

a. Unsur objelkti lf  

Unsur objelkti lf me lrupakan unsur yang be lrada dilluar dilri l pri lbadi l 

pellaku, se lpelrti l waktu dan te lmpat ti lndak pildana te lrse lbut 

                                                           
8 Andi Sofyan. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers , 

hlm. 99. 
9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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dillakukan. Unsur-unsur yang te lrmasuk di l dalamnya antara 

lailn:10 

1. Si lfat me llanggar hukum  

2. Kualiltas daril si l pe llaku  

Contohnya ke ladaan se lbagail pe lgawai l ne lge lril di l dalam 

ke ljahatan jabatan me lnurut pasal 415 KUHP atau keladaan 

se lbagail pe lngurus atau komi lsarils daril suatu pe lrselroan 

te lrbatas dil dalam ke ljahatan melnurut Pasal 398 KUHP. 

3. Kausaliltas  

Me lrupakan hubungan selbab akilbat daril sutau ti lndakan yang 

dillakukan olelh pe llaku pildana. 

 b. Unsur subjelkti lf  

 Unsur yang be lrsi lfat me lle lkat pada di lri l si l pe llaku, 

te lrmasuk di ldalamnya yai ltu se lgala se lsuatu yang te lrkandung 

dalam hatilnya. 

Unsur unsur subjelkti lf te lrdi lri l daril: 

a. Ke lse lngajaan atau ke lti ldakselngajaan (dolus atau culpa) 
b. Maksud pada suatu pe lrcobaan selpe lte lrti l yang di lmaksud 

dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP. 
c. Macam-macam maksud selpelrti l ke ljahatan pelncurilan, 

pelni lpuan, pelme lrasan, pe lmalsuan dan lailn-lailn; 
d. Me lrelncanakan te lrle lbilh dahulu se lpelrti l yang te lrdapat dalam 

ke ljahatan pelmbunuhan dalam Pasal 340 KUHP; 
e. Pe lrasaan takut yang telrdapat dalam  rumusan tilndak 

pildana belrdasarkan Pasal 308 KUHP. 
f. Adapun melnurut ahlil hukum yai ltu Si lmons melrumuskan 

unsur-unsur ti lndak pi ldana selbagail be lri lkut: 

                                                           
10 Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm. 50. 



18 

1. Dilancam delngan pi ldana olelh hukum  
2. Be lrte lntangan delngan hukum  
3. Dillakukan olelh orang yang be lrsalah  
4. Orang i ltu di lpandang belrtanggung jawab atas 

pelrbuatannya.11 
 

 Dalam KUHP unsur-unsur pelrbuatan selhi lngga dapat 

dilkatakan se lbagail ti lndak pildana adalah se lbagail be lri lkut: 

a. Ti lngkah Laku; 
b. Me llawan hukum; 
c. Aki lbat konstiltuti lf; 
d. Ke ladaan yang me lnye lrtai l; 
e. Syarat tambahan untuk dapat diltuntut pildana; 
f. Syarat tambahan untuk di lpelrbelrat pi ldana; 
g. Syarat tambahan untuk dapat dilpi ldana; 
h. Objelk hukum ti lndak pi ldana; 
i. Kualiltas subjelk hukum ti lndak pildana; 
j. Syarat tambahan untuk me lmpelri lngan pi ldana.12 

Atas dasar lelgaliltas me lnyatakan bahwa ti ldak ada pelrbuatan 

yang di lancam pildana kelcualil te llah dilatur dan dilatur olelh undang-

undang. Delngan kata lailn, prosels me lnelntukan apakah unsur-unsur 

ti lndak pildana me lmelnuhil syarat untuk hukuman adalah 

belrdasarkan rumusan undang-undang yang sudah ada. 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  

Ti lndak pildana delrdilri l daril be lbe lrpa jelnils yai ltu se lbagail be lrilkut:  

a) Ke ljahatan dan pellanggaran  

Me lnurut Kiltab Undang-Undang Hukum Pildana (KUHP), 

ke ljahatan dan pellanggaran telrpi lsah. Buku Ke ldua dan Buku 

                                                           
11 Dr. Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Pidana; Jakarta,PT.Rineka Cipta, Hal 88 
12 Adami Chawasi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Rajagrafindo 

Perseda, Jakarta,Hlm. 82-83 
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Ke lti lga melmbahas ke ljahatan dan pellanggaran, teltapi l ke lduanya 

ti ldak melnjellaskan delngan jellas apa iltu ke ljahatan dan 

pellanggaran. Ke lmudilan dilcoba untuk melmbe ldakan bahwa 

ke ljahatan selri lng dilse lbut se lbagail delli lk hukum, yang belrarti l 

bahwa me lre lka harus di lpildana se lbe llum undang-undang 

me lneltapkannya, se ldangkan pellanggaran se lrilng di lse lbut se lbagai l 

delli lk undang-undang, yang be lrarti l bahwa me lre lka dilanggap 

se lbagail de llilk kare lna dilse lbutkan dalam undang-undang. 

b) Delli lk formi ll dan delli lk mate lrill 

 Delli lk formi ll  me lrupakan dellilk yang pe lrumusannya fokus 

pada pelrbuatan yang ti ldak bolelh di llakukan yang di lancam de lngan 

pildana dalam undang-undang.13 

c) Delli lk Dolus dan De llilk Culpa 

 Dolus dan Culpa me lrupakan belntuk ke lsalahan (shuld) yang 

akan dilbahas selbagail be lri lkut: 

1. Delli lk dolus adalah dellilk yang me lngandung unsur 

ke lselngajaan. Rumus kelse lngajaan dapat dilte lmukan dalam 

kata-kata te lgas se lpelrti l "delngan selngaja", teltapi l juga dalam 

kata-kata se lpe lrti l "dilke ltahuilnya" dan se lbagailnya. se lpe lrti l yang 

diltunjukkan dalam pasal-pasal 162, 197, 310, dan 338 KUHP. 

2. Delli lk Culpa melmi llilki l unsur kelalpaan dalam rumusannya, 

se lpelrti l yang di ltunjukkan olelh frase l "delngan ke lalpaannya", 

                                                           
13C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, 2009, Tindak Pidana 

Dalam Undang-Undang nasional, Jakarta. Hlm. 4.  
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se lpelrti l yang di ltunjukkan dalam Pasal 359, 360, 195 KUHP, di l 

mana bilasanya di lgunakan ilsti llah "kare lna kelsalahannya".14 

d) Delli lk commi lssi lonils dan delli lk omi lssi loni ls  

 Pe llanggaran hukum belrarti l dapat me llakukan apa yang 

dillarang atau tildak me llakukan apa yang di laharuskan. Delli lk 

commilssi lonils adalah dellilk yang be lntuk pellanggarannya dillarang 

olelh undang-undang, se ldangkan delli lk ommilssi lonils adalah dellilk 

yang be lntuk pe llanggarannya di latur olelh undang-undang.15 

e) Delli lk Aduan dan De llilk Bi lasa ( Bukan Aduan) 

 Ada dua jelni ls de lli lk aduan, yai ltu de llilk aduan absolut dan 

delli lk aduan rellati lf de lngan korban, yang dapat di lprosels ji lka 

te lrdapat pelngaduan daril pi lhak yang me lmi llilki l ke lpelnti lngan atau 

pilhak yang me lnjadi l korban tilndak pildana (Pasal 367 Ayat (2) dan 

ayat (3) KUHP). 

f) Je lnils de llilk lai lnnya  

 Te lrdapat jelnils de llilk lailnnya me lnurut daril mana kilta me lnilnjau 

delli lk te lrse lbut, yaknil: 

1. Delli lk be lrturut-turut (voortge lze lt de llilct) adalah suatu ti lndak 

pildana yang di llakukan be lbelrapa kalil, se lpelrti l me lncuri l satu juta 

rupilah se lkalilgus se lratuss rilbu rupilah. 

                                                           
    14 Teguh Prasetyo,2014, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.60 

 15 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Citra 
Adtya, Bandung,    hlm.213 
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2. Delli lk yang be lrlangsung lama: ti lndak pildana yang be lrlangsung 

lama melrelbut ke lme lrdelkaan orang lailn melrupakan contoh 

pelrbuatan te lrlarang. 

3. Delli lk belrkualilfi lkasi l, juga dilse lbut selbagail ge lqualilfi lce lrd, adalah 

suatu pildana delngan pelmbelratan, se lpelrti l pelncuri lan yang 

dillakukan pada malam haril, te lrmasuk pe lnganilayaan be lrat 

(Pasal 352 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP). 

4. Delli lk pelri lnganan delngan prilvi lle lgel, se lpelrti l me lmbunuh bayi l 

yang di llakukan ole lh i lbunya se lndilri l kare lna takut di lke ltahuil 

(Pasal 341 KUHP), de lngan ancaman pildana yang lelbi lh 

re lndah dilbandilngkan delngan pelmbunuhan bilasa. 

5. e llilk polilti lk te lrdilri l daril ti lndak pildana subve lrsi l selrta ti lndak 

pildana yang be lrkailtan de lngan Nelgara, se lpelrti l pe llanggaran 

te lrhadap kelsellamatan dan kelamanan kelpala Nelgara dan 

se lbagailnya (Bab Il–IlV Buku IlIl KUHP). 

6. Delli lk proporila adalah tilndak pildana yang di llakukan olelh 

se lselorang yang me lmilli lkil kualiltas te lrte lntu, se lpe lrti l hakilm, 

pelgawai l nelge lril, i lbu, ayah, atau majilkan, yang di lse lbutkan 

dalam pasal yang ada dil dalam KUHP.16 

 

 

 

                                                           
16 Ibid  
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B. Tindak Pidana Penganiayaan  

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan  

  Untuk me llilndungil suatu ke lpe lntilngan hukum atas tubuh dari l 

pelrbuatan belrupa pelnye lrangan atas tubuh atau bagilan daril tubuh 

yang dapat me lnye lbabkan kelmati lan, aturan melngelnai l ke ljahatan 

te lrhadap tubuh manusila i lnil di lke lnal selbagail "pelnganilaayaan".17 

 Be lrdasarkan yuri lsprudelnsil yang di lmaksud delngan 

pelnganilayaan adalah delngan selngaja: 

1. Me lnye lbabkan pe lrasaan tildak e lnak; 

2. Me lnye lbabkan pe lrasaan sakilt; 

3. Me lnye lbabkan luka  

 Me lnurut belntuknya, hukum dilbagil me lnjadil ti lga katelgoril: 

hukum te lrtulils, hukum te lrcatat, dan hukum tak te lrtulils. Buku 

Ke ldua telntang Ke ljahatan, Bab XX, pasal 351–358 me lngatur 

ti lndak pildana pelnganilayaan dalam ke lte lntuan hukum te lrtuli ls 

(KUHP). Me lski lpun KUHP ti ldak me lnje llaskan selcara ri lnci l apa yang 

dilmaksud delngan "pelnganilayaan", R. Soe lsi llo melngatakan dalam 

bukunya "Ki ltab Undang-Undang Hukum Pi ldana" bahwa Undang-

Undang ti ldak me lnelntukan apa yang di lmaksud de lngan 

"pelnganilayaan". Yuri lspri ldelnsi l me lndelfi lni lsilkan "pelnganilyaan" 

se lbagail se lngaja me lnye lbabkan pe lrasaan ti ldak e lnak (pelndelri ltaan), 

                                                           
17 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum 

Pidana, Kecana, Jakarta, hlm.98 
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rasa saki lt, atau luka.Dalam Alilne la 4 pasal i lni l, R.Soe lsi llo 

me lncontohkan ilsti llah "pelrsaan tildak e lnak", "rasa sakilt", dan 

"melrusak ke lse lhatan yai ltu: 

1. “pelrasaan tildak e lnak” milsalnya me lndorong orang te lrjun 

ke lsungail se lhi lngga basah. 

2. “rasa sakilt” mi lsalnya me lnyubi lt, me lmotong, me lmukul, 

me lnampellelng dan se lbagailnya. 

3. “luka”milsalnya me lri lngils,me lmotong,me lnusuk delngan pilsau dan 

lailn-lailn. 

4. “me lrusak ke lselhatan” mi lsalnya orang se ldang tildur, dan 

belrke lri lngat,dilbuka jelnde lla kamarnya,se lhilngga orang iltu masuk 

angilna. 

 Me lnurut R.Soe lsillo, ti lndakan – ti lndakan dilatas,harus 

dillakukan delngan se lngaja dan tildak de lngan maksud yang patut 

atau me llelwati l batas yang di li lzi lnkan. Poe lrwodarmi lnto be lrpelndapat 

bahwa “pe lnganilayaan adalah pelrlakuan selwe lnang-we lnangnya 

dalam rangka melnyi lksa atau me lni lndas orang lailn”.18 Dalam hal 

KUHP, pelnganilayaan melrupakan jelnils pe lrbuatan yang me lrugilkan 

orang lailn. Pasal 351 Ayat (1), yang me lnyatakan bahwa 

"pelnganilayaan di lancam delngan pi ldana delnda palilng banyak 

e lmpat ri lbu lila ratus rupilah", me lmbe ldakan pelnganilayaan yang 

me lngakilbatkan luka-luka daril ancaman pildana yang dilbe lri lkan 

                                                           
18 Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta :Balai Pustaka, 

hlm 48 
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ke lpada pellaku pe lnganilayaan: “ji lka pelrbuatan melngakilbatkan 

luka-luka belrat,yang be lrsalah dilancam de lngan pildana pe lnjara 

palilng lama lilma tahun”.19 

 Me lnurut Wilryono, pe lmbunuhan dan pelnganilayaan adalah 

dua pokok masalah yang salilng be lrhubungan. Ilnil dapat di lpahamil 

karelna prakti lk me lnunjukkan banyak pe lmbunuhan yang dildahuluil 

delngan pelnganilayaan. Se llai ln i ltu, me lnurut Wilryono se lndilri l, 

banyak kasus yang diltuduhkan selcara utama selbagail me llakukan 

pelmbunuhan dan yang di ltuduhkan se lcara subsildailr se lbagail 

pelnganilayaan yang me lngakilbatkan ke lmatilan.20 

 Namun, melnurut Sudarsono, pelnganilayaan adalah 

pelrbuatan me lnyaki lti l atau me lnyi lksa se lse lorang delngan tujuan 

me lngurangil atau me lrusak kelse lhatan selse lorang. Adapun tilndakan 

yang se lngaja me lni lmbulkan rasa sakilt bagil orang lailn, te ltapil ti ldak 

te lrmasuk dalam kate lgoril pelnganilayaan, me lski lpun me lmelnuhil 

unsur-unsur pe lnganilayaan te ltapi l ti ldak me llampauil batas-batas 

yang di li lzilnkan contohnya: 

a. Se lorang doktelr me lngopelrasi l pai lse ln kankelr yang dilke ltahuil 

delngan se lngaja me lnye lbabkan saki lt atau ke lmati lan, te ltapil 

dokte lr tildak dapat diltuntut atau di lpildana karelna tilndak pildana 

pelnganilayaan kare lna doktelr me lmang selngaja melnye lbabkan 

                                                           
19 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum pidana(KUHP) 
20 Gerson W. Bawengan, 1983 , Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, 

Pradnya Paramita Jakarta, hlm.158 
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sakilt, te ltapi l i ltu bukan pelnganilayaan karelna maksud bailk 

(me lngobatil). 

b. Se lorang bapak me lmukul anaknya di l bagilan tubuhnya kare lna 

dila nakal. Pukulan i ltu ti ldak di langgap se lbagail pe lnganilayaan 

karelna tujuannya adalah melngajar anak. 21 

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan  

 Je lnils pe lnganilayaan dalam KUHP dapat dilkate lgori lkan 

me lnjadil 6 (e lnam) macam yai ltu: 

a. Pe lnganilayaan bi lasa  

 Pasal 351 KUHP me lneltapkan kelte lntuan belri lkut te lntang 

pelnganilayaan bi lasa: 

1) Pe lnganilayaan di lpi ldana delngan pildana pe lnjara palilng lama 
dua tahun dellapan bulan atau pildana delnda palilng banyak 
Rp. 4.500. 

2) Ji lka pelrbuatan i ltu me lngakilbatkan luka-luka belrat, yang 
belrsalah dilpildana delngan pildana pelnjara palilng lama lilma 
tahun. 

3) Ji lka me lngakilbatkan mati l, di lpi ldana de lngan pildana pelnajara 
palilng lama tujuh tahun. 

4) Delngan pelnganilayaan di lsamakan se lngaja melrusak 
ke lselhatan. 

5) Pe lrcobaan untuk me llakukan keljahatan ilni l ti ldak dilpi ldana. 
 Dalam hal ilnil, Pasal 351 KUHP melndelfi lni lsi lkan 

pelnganilayaan bi lasa se lbagail pelnganilayaan yang ti ldak te lrmasuk 

pelnganilayaan be lrat atau ri lngan. 

a. Pe lnganilayaan Ri lngan  

                                                           
21 Sudarsono,1992, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta , Jakarta, hlm.34 
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 Pe lnganilayaan ri lngan ilnil di latur dalam Pasal 352 

KUHP yang me lnyatakan se lbagail be lri lkut: 

1. Pe lnganilayaan yang ti ldak me lnye lbabkan pelnyaki lt atau 

halangan untuk me llakukan jabatan atau pe lkelrjaan 

dilanggap selbagail pelnganilayaan ri lngan, de lngan pildana 

pelnjara palilng lama ti lga bulan atau de lnda palilng banyak 

Rp. 4.500, ke lcualil yang te lrse lbut dalam pasal 353 dan 

356. 

2. Pe lrcobaan untuk me llakukan keljahatan ilni l ti ldak dilpi ldana. 

 Me lnurut Pasal 352 KUHP, pe lnganilayaan yang ti ldak 

me lnye lbabkan korban sakilt dan me lnghalangilnya untuk 

me llakukan tugas atau pelke lrjaan se lharil-harilnya di langgap 

se lbagail pe lnganilayaan rilngan.22 

b. Pe lnganilayaan Be lre lncana  

 Pe lnganilayaan be lre lncana dilatur dalam Pasal 353 KUHP 

yang me lnyatakan se lbagail be lri lkut: 

1. Pe lnganilayaan yang dillakukan delngan dilre lncanakan telrlelbi lh 
dahulu dilpildana de lngan pildana pelnjara palilng lama e lmpat 
tahun. 

2. Ji lka pelrbuatan iltu me lnilmbulkan luka-luka belrat, yang be lrsalah 
dilpi ldana delngan pildana pelnajara palilng lama tujuh tahun. 

3. Ji lka pelrbuatan iltu me lngakilbatkan ke lmatilan, yang be lrsalah 

dilpi ldana delngan pildana pelnjara palilng Se lmbillan tahun. 

                                                           
22 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum PIdana, Tentang Penganiayaan, 

Pasal 352, hlm.212 
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 Pe lnganilayaan be lrelncana adalah pelnganilayaan yang 

dilse lngaja dan te llah dilre lncakan se lbe llum di llakukan, dan 

ancaman pildananya le lbi lh be lrat dari l pi ldana bilasa yang dilatur 

dalam Pasal 351 KUHP karelna sil pe lmbuat melmi llilki l waktu untuk 

me lrelncanakan nilatnya dan bagailmana pe lnganilayaan i ltu akan 

dillakukan nantilnya.23 

c. Pe lnganilayaan Be lrat  

 Pe lnganilayaan be lrat yang di latur dalam Pasal 354 KUHP 

yang melnyatakan se lbagail be lri lkut: 

1) Barangsilapa delngan se lngaja mellukail be lrat orang lai ln, 
dilpi ldana karelna me llakukan pelnganilayaan be lrat delngan 
pildana pelnjara palilng lama dellapan tahun. 

2) Ji lka pe lrbuatan iltu me lngakilbatkan ke lmatilan, yang be lrsalah 

dilpi ldana delngan pildana pelnjara palilng lama selpuluh tahun. 

 Untuk di langgap se lbagail ti lndak pi ldana pe lnganilayaan belrat, 

pellaku harus delngan selngaja me llakukan pelrbuatan yang 

me lnye lbabkan luka be lrat pada orang lailn. Namun, jilka luka 

te lrse lbut te lrjadil bukan karelna ke lilngilnan pellaku, pe lrbuatan 

te lrse lbut ti ldak dapat di lkate lgorilkan se lbagail pe lnganilayaan be lrat. 

d. Pe lnganilayaan Be lrat Be lre lncana  

 Pasal 355 KUHP me lngatur pelnganilayaan be lrat be lre lncana, 

yang me lnyatakan se lbagail be lri lkut: 

1) Pe lganilayaan be lrat yang di llakukan delngan relncana te lrlelbilh 
dahulu, di lpilana de lngan pildana pelnjara palilng lama 12 (dua 
bellas) tahun. 

                                                           
23 Ibid hlm. 146. 
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2) Ji lka pelrbuatan i ltu me lnilmbulkan ke lmatilan, yang be lrsalah 
dilpi ldana delngan pi ldana pelnjara palilng lama 15 (lilma bellas) 
tahun. 

Pasal 356 KUHP me lngatur pelnganilayaan de lngan cara dan 

te lrhadap orang yang belrkualiltas te lrte lntu yang me lmbelratkan, 

se lbagail be lri lkut: 

 Se lpelrti lga dari l pi ldana yang di lse lbutkan dalam Pasal 352, 352, 353, 

dan 355 dapat diltambahkan: 

1. Orang yang me llakukan pellanggaran te lrse lbut telrhadap ilbunya, 

bapaknya yang sah, i lstri lnya atau anaknya. 

2. Ji lka ti lndakan illelgal dillakukan telrhadap selorang peljabat pada 

waktu atau alasan yang sah untuk me llakukan pelke lrjaannya. 

3. Ji lka tilndakan krilmi lnal dillakukan de lngan melmbe lrilkan makanan 

atau mi lnuman yang belrbahaya bagil nyawa atau ke lselhatan 

se lselorang. 

C. Pemidanaan  

1. Pengertian Pemidanaan  

 Dalam hukum pildana, pe lmidanaan adalah fase l pe lneltapan 

sanksil. "Pi ldana" bilasanya be lrarti l hukum, se ldangkan "pildanaan" 

belrarti l pe lnghukuman. Pe lmi ldanaan te lrhadap se lorang pe lnjahat 

bilasanya di lbe lnarkan karelna me lmilli lkil dampak posilti lf bagil te lrpi ldana, 

korban, dan masyarakat. Kare lna iltu, te lori l i lnil juga di lkelnal selbagail 

te loril konse lkue lnsilalilsme l. Pi ldanan ti ldak dilbe lrilkan hanya kare lna 

te llah me llakukan pe lrbuatan jahat; me lre lka di lbe lri lkan untuk 
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me lncelgah pellaku ke ljahatan se llanjutnya dan me lmbuat orang lailn 

takut me llakukan hal yang sama.24 

  Me lnurut Sudarto, pe lmi ldanaan dan pe lnghukuman 

adalah silnonilm. Kata "pelnghukuman" belrasal daril kata "dasar 

hukum", yang dapat dilarti lkan se lbagail me lne ltapkan atau 

me lmutuskan hukum.25 Untuk suatu pe lrilsti lwa, me lne ltapkan hukum 

ti ldak hanya te lrbatas pada hukum pildana teltapi l juga hukum 

pelrdata. Aki lbatnya, se lhubungan de lngan pelnghukuman dalam 

kasus pildana. Dalam kasus pildana, kata "pildanaan" atau 

"pelnjatuhan" pildana ole lh hakilm dapat di lgunakan untuk me lnye lbut 

pelnghukuman.  

 Dalam hal pelmi ldanaan, ada dua silste lm yang di lke lnal dan 

dilgunakan seljak zaman Weltboe lk van Strafre lcht Be llanda hilngga 

saat i lnil, yai ltu dalam KUHP: 

a. Bahwa i lndi lvi ldu yang dilpi ldana harus me lnjalanil hukuman me lre lka 
dil dalam ge ldung pe lnjara. Pe lnjara harus melmbelri lkan 
pelmbi lnaan kelpada te lrpi ldana dil balilk ge ldung pelnjara dan 
me lnjauhkannya daril masyarakat ramail dan kelbi lasaan hildup 
se lpelrti l orang yang be lbas.  

b. bahwa narapi ldana harus di llatilh untuk ke lmbalil be lrmasyarakat, 
re lhabilliltasi l, atau re lsosilalilsasi l.  

 
2. Teori Pemidanaan  

 Se llailn meltode l yang dilse lbutkan dil atas, pe lmildanaan juga 

me lmilli lkil be lbelrapa te loril. Para ahlil te llah melmbangun te loril-te loril i lni l 

                                                           
24 Amir Ilyas, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana 

Sebagai Syarat Pemidanaaan, ( Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan 
PuKAP-Indonesia, 2012), hlm.95. 

25 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni, 2006 hlm.71. 
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untuk me lnjellaskan se lcara me lndalam te lntang pe lmi ldanaan dan 

tujuan selbe lnarnya dari l program te lrse lbut. Me lnurut Adami l, ada ti lga 

kate lgoril utama te lori l pelmi ldanaan, yai ltu26 

a. Te loril Pe lmbalasan (Te loril  bsolut/Re ltri lbuti lvel / 

Ve lrgelldilngsthe lorile le ln) 

Karelna se lse lorang te llah me llakukan ti lndak pildana, pelmi ldanaan 

dilbe lnarkan olelh te loril pe lmbalasan. Pe llaku tilndak pildana mutlak 

harus me lnelri lma pe lmbalasan pildana. Aki lbat pe lmi ldanaan 

te lrpildana tildak di lpelrsoalkan. Telori l i lnil be lrpelndapat bahwa 

pelrbuatan atau ke lsalahan pelnjahat melrupakan dasar 

pelnjatuhan pildana. Te lori l Absolut me lngatakan bahwa hukuman 

dildasarkan pada ke ljahatan iltu se lndilril. Ji lka se lselorang 

me llakukan pelrbuatan jahat, hukuman harus dilanggap se lbagail 

"pelmbalasan atau i lmbalan", atau ve lrge lldilng. Ke ljahatan 

me lnye lbabkan pelndelri ltaan pada si lkorban, jadil orang yang 

me llakukannya harus me lndelri lta juga. 27 

Me lnurut Helrbelrt L. Packe lr, te lori l re ltri lbuti lve l me lne lkankan e llelme ln 

pelmbalasan: 

1. Me llilhat ke l be llakang, atau backwardlokilng, me lmbe lnarkan 

hukuman karelna orang yang di lhukum melmang layak 

dilhukum karelna ke lsalahan yang te lrbukti l di la lakukan. 

                                                           
26 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-

Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 
2002), hlm.153. 

27 Putri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat 
Menuju Keadilan Restoratif, hlm.75-76 



31 

2. Me lncilptakan keltakutan dan keltakutan. 

3. Me lncilptakan pelnghalang khusus dan umum.28 

b. Te loril Tujuan (Te loril Re llatilf/ Uti lli ltari lan/Dhoellthelori lele ln) 

Pe lmildanaan dilbe lnarkan belrdasarkan telori l tujuan, yailtu untuk 

me llilndungil masyarakat atau melnce lgah keljahatan. Delngan 

delmi lki lan, te lori l re llati lf me lmbe lrilkan pe lnjellasan telntang maksud 

dan tujuan hukuman. Delngan de lmilki lan, te loril i lni l 

me lnguntungkan hukuman (nut ve ln de l straf). Me lnurut He lrbelrt L. 

Packe lr, te loril uti lli ltarilan atau tujuan me lnelkankan manfaat bagil 

masyarakat. Te lori l ilni l melme lnuhi l syarat-syarat belri lkut: 

me lnelkankan aspe lk si l pe llaku, me llilhat ke l de lpan (forward 

lookilng), melmbe lnarkan hukuman karelna hukuman me lmilli lkil 

dampak posilti lf atau manfaat telrhadap telrhukum, korban, dan 

masyarakat. me lngarah pada pelnce lgahan. Delngan diljatuhkan 

pildana, pellaku akan me lnjadil le lbilh bailk dan belrhelnti l me llakukan 

ke ljahatan.29 

c. Te loril Gabungan (Vi lelre lnilgi lngsthelori lele ln) 

Te loril Gabungan (Vi lelre lni lgilngsthelorile le ln) adalah te loril yang 

me lmbahas dasar hubungan antara te lori l re llati lve l dan toe lril 

absolut ke lti lka dilgabungkan me lnjadil satu. Te lori l i lni l me lnyatakan 

bahwa hukuman dildasarkan pada pelmbalasan atau si lksaan 

atas ke ljahatan. Sellailn iltu, se lbagail dasar adalah tujuan darilpada 

                                                           
 

29 Ibid, hlm 76 
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hukuman. Melnurut te lori l ilni l, pe lnjatuhan pildana dildasarkan pada 

unsur pelmbalasan dan pe lrbailkan pe lnjahat, se lhilngga dasar 

pelmi ldanaan telrle ltak pada keljahatan dan tujuan darilpada 

pildana iltu se lndi lril. 

D. Putusan Pengadilan  

1. Pengertian putusan  

 Adapun pelngelrti lan putusan pelngadillan selbagailmana 

dilse lbutkan dalam Pasal 1 butilr 11 KUHP dilde lfi lnilsi lkan selbagail 

suatu pelrnyataan yang di lbuat olelh se lorang hakilm dalam sildang 

pelngadillan telrbuka yang be lrupa pelmi ldanaan atau putusan yang 

belbas atau le lpas daril se lgala tuntutan hukum dalam kasus te lrse lbut 

dan melnurut cara yang di latur dalam undang-undang ilnil..  

 Putusan yang be lri lsi l amar pe lmi ldanaan yang di lmuat dalam 

belntuk te lrtuli ls de lngan tujuan pe lnye lle lsai lan suatu pelrkara. 

Ke lwe lnangan untuk me lmutus pelrkara belrada pada Hakilm 

dilkare lnakan jabatan fungsilonal dalam pe lrsildangan selbagail be lntuk 

proseldural hukum acara pildana. Maka delngan i ltu dapat 

dilsi lmpulkan bahwa putusan hakilm me lrupakan hasill pelrundilngan 

te lrhadap suatu dakwaan se lrta pelme lri lksaan dan pelmbukti lan dalam 

si ldang pelngadillan ke lmudi lan me lnelntukan be lrat ri lngannya sanksi l 

yang di ljatuhkan telrhadap telrdakwa.   
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2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan  

Pengklasifikasian putusan pengadilan dapat dilihat berdasarkan 

fungsil putusan sebagai berikut:  

1) Putusan Akhilr (Eli lnd Vonils)  

Putusan yang di lsampailkan olelh Hakilm dan diltandatanganil olelh 

hakilm be lrsama panilte lra ke lmudilan di lbacakan bailk dalam si ldang 

te lrbuka maupun si ldang telrtutup se lrta te llah mellaluil prosels 

proseldural pelrsildangan.30 

2) Putusan yang bukan akhilr (Tusse ln Vonnils)  

Putusan yang di lbacakan se lbellum putusan akhilr untuk 

me lmpelrte lgas pe lrsi ldangan se lrta si lfatnya ti ldak me lngakhilri l 

pelrkara, me llailnkan dalam praktilknya dilke lluarkan kelti lka te lrdapat 

e lkspelksi l, me llailnkan dalam prakti lknya di lke lluarkan ke lti lka 

te lrdapat elkspe lksil olelh kuasa hukum te lrdakwa atas dakwaan 

JPU. Be lntuk daril putusan bilasanya be lrupa pelneltapan atau 

suatu putusan sella.  

Bentuk lain dari putusan pengadilan sesuai dengan penjellasan 

Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 KUHAP adalah sebagai 

berikut: 

1. Putusan Belbas (Vri ljspark) 

Putusan ilni l dilbuat karelna, se lte llah prosels pe lme lrilksaan 

pelngadillan, te lrbukti l bahwa tuduhan yang di lajukan ke lpada 

                                                           
30 Musrafa Bola, 2017, Paradigma Hukum Hakim, Hasanuddin University Press,  
Makassar, hlm. 46. 



34 

Te lrdakwa ti ldak sah dan melyaki lnkan, se lhilngga te lrdakwa 

dilputus be lbas. Dalam konte lks i lnil, "be lbas" melrujuk pada si ltuasil 

dil mana selse lorang yang te llah diltahan dilbelbaskan daril 

pelnahanan. 

2. Putusan lelpas daril se lgala tuntutan  

Se lsuail de lngan ke lte lntuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang 

dilmaksud delngan putusan lelpas adalah pelrbuatan yang 

dildakwaan ole lh JPU te lrbukti l di llakukan namun bukan 

me lrupakan suatu ti lndak pildana, se lhilngga te lrdakwa dapat 

dilputus le lpas daril se lgala tuntutan hukum.  

3. Putusan Pelmi ldanaan  

Putusan yang me lneltapkan sanksi l pi ldana te lrhadap se lse lorang 

yang te llah te lrbukti l se lcara sah dan me lyaki lnkan untuk 

me llakukan ti lndak pildana yang di ldakwakan te lrhadapnya.  

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

a. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis 

 Hakilm harus me lngambill kelputusan kare lna iltu adalah 

pelrbuatan hukum yang pasti l. Dalam kapasi ltas me lre lka untuk 

me lmutuskan suatu pelrkara, hakilm ti ldak selwe lnang-we lnang. 

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP me lnyatakan: "Pe lrti lmbangan 

dilsusun se lcara ri lngkas me lngelnail fakta dan ke ladaan be lse lrta 

alat pelmbuktilan yang dilpelrolelh daril pe lmelri lksaan dil sildang yang 

me lnjadil dasar pe lnelntuan-pelnelntuan ke lsalahan telrdakwa." 

Se llailn i ltu, Pasal 183 KUHAP me lnelgaskan bahwa haki lm ti ldak 

bolelh melnjatuhkan pildana kelpada se lselorang kelcualil apabilla 
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delngan selkurang-kurangnya dua alat buktil yang sah, te lrbukti l 

bahwa ti lndakan yang dillakukan olelh Ruslil Muhammad me lmbagil 

pelrti lmbangan haki lm ke ldalam 2 (dua) kate lgoril, yai ltu 

pelrti lmbangan yang be lrsilfat yuri ldi ls dan pelrti lmbangan yang 

belrsi lfat Non Yuri ldi ls.31 

1. Pe lrti lmbangan yang be lrsilfat Yuri ldi ls  

  Pe lrti lmbangan yuri ldils adalah pelrti lmbangan hakilm 

yang di ldasarkan pada undang-undang dan fakta-fakta yurildi ls 

yang te lrungkap dil pe lrsi ldangan. Dil antara hal-hal yang 

dilmaksud te lrse lbut adalah: 

a. Dakwaan jaksa pelnuntu umum; 

b. Ke lte lrangan telrdakwa; 

c. Ke lte lrangan saksi l; 

d. Barang buktil; 

e l. Pasal-pasal dalam KUHP 

2. Pe lrti lmbangan yang be lrsilfat Non Yuri ldils 

  Hakilm dapat melmbuat kelputusan yang tildak belrbasils 

yuri ldi ls belrdasarkan latar bellakang ti lndakan te lrdakwa, 

ke lyaki lnan agama te lrdakwa, dll. 

 

                                                           
31 Rusli Muhammad, 2006 , Potret Lembaga Pengadilan Indonesia , PT.Raja 

Grafindo, hlm 145 


